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TS Nomor SOP

SMA Negeri 5 Solok Selatan Tanggalpembuatan
Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Kepala SMA Negeri 5 Solok

Disahkan oleh Selatan

UJI KONSEKUENSI INFORMASI

Judul SOP PUBLIK
Dasar Hukum Rualifikasi pelaksana
I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentand 1 Minimal Sarjana
Keterbukaan Informasi Publik 2 Menguasai Tata Pembukuan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentand 3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
Pelayanan Publik 4 Memiliki Tata Krama
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan IIndangUndang Nomor 14 Tahun 200§
tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 201]
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dar
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintal
Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tat;
Kelola Keterbukaan [ nformasi Publik Dalan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Dengan masyarakat yang membutuhkan 1 Formulir isian
informasi dari pemerintah 2 komputer
3 Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka 1 Dicatat pada buku rekap informasi
pemohon informasi tidak akan terlayani dengan
Baik
o Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan
Prima tidak akan tercapai
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image s
Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat
menjadi Negatif
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